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PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
  NOMOR 66 TAHUN 2018/Kep.364-Org/VI 

TENTANG 
SIMPLIFIKASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan 
berusaha sesuai Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 
2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu 
dilakukan simplifikasi pelayanan perizinan dan non 
perizinan di Kota Bekasi;  

  b.  bahwa dalam upaya melakukan pencegahan korupsi di 
lingkungan Pemerintah Kota Bekasi berkaitan dengan 
penyelengaraan pelayanan perizinan dan non 
perizinan dilakukan integrasi pelayanan melalui 
pelayanan terpadu satu pintu;  

  c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang 
Simplifikasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non 
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
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9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 5188); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5252); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6206); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1956);  

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 
05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha 
dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga 
atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis 
Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 297); 

23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2009 
tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 
di Kota Bekasi; 

24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 13 
Seri E); 

25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 

26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 
Nomor 15 Seri E); 
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27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi 
Tahun 2017 Nomor 4 Seri C); 

28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7 Seri E). 

Memperhatikan :    1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 060/Kep.422-
Org/X/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di 
Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; 

2. Berita Acara Hasil Rapat Nomor : 503/1415/DPMPTSP  
tanggal 3 November 2018 tentang Hasil Perumusan 
Draft Naskah Peraturan Wali Kota Bekasi Tentang 
Simplifikasi Penyelenggaraan Perizinan dan Non 
Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG SIMPLIFIKASI 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI. 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.  

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah Otonom.  

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.  

4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  
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5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pembantu Wali Kota dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal 
dan pelayanan terpadu satu pintu yang menyelenggarakan pelayanan 
administrasi perizinan. 

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. 

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai  dengan peraturan perundang 
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 
dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik 

8. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam 
pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan dikontrol 
oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat  
dan mengurangi biaya. 

9. Pembina Teknis Pelayanan adalah instansi yang mempunyai tugas dan 
fungsi melakukan pembinaan teknis terhadap unit pelayanan sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

10. Perizinan adalah pemberian legalitas dalarn bentuk izin kepada orang 
perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan 
tertentu. 

11. Simplifikasi perizinan adalah penyederhanaan tahapan perizinan dan non 
perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

12. Pertimbangan Teknis Analisa Dampak Lalu Lintas adalah Pertimbangan 
yang diberikan karena adanya bangkitan dan tarikan lalu lintas akibat 
pembangunan. 
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13. Pertimbangan Teknis Peil Banjir adalah Pertimbangan yang diberikan 
dalam rangka penentuan ketinggian minimal pematangan lahan.  

14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut 
Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

15. Pertimbangan Teknis Proteksi Kebakaran adalah Pertimbangan semua 
peralatan yang digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya 
kebakaran. 

16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Simplifikasi perizinan dimaksudkan untuk percepatan proses pelayanan 
perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

(2) Tujuan simplifikasi perizinan adalah dalam rangka peningkatan pelayanan 
kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi. 

 BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Simplifikasi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di lingkungan 
Pemerintah Kota Bekasi meliputi:  
a. Pelayanan Perizinan Penataan Ruang; 
b. Kajian teknis peil banjir; 
c. Kajian teknis andal lalin; 
d. Kajian pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran; 
e. Amdal. 
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BAB IV 
PENATAAN RUANG 

Pasal 4 

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 3 mengikuti alur dalam bagan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan dilaksanakan melalui DPMPTSP. 

BAB V 
Pasal 5 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang 
terkait dengan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 4 
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota. 

BAB VI 
Pasal 6 

Untuk kelancaran proses penanganan rekomendasi teknis, masing-masing 
Perangkat Daerah wajib menempatkan Tim Teknisnya pada DPMPTSP 
berdasarkan surat penugasan Kepala Perangkat Daerah. 

BAB VII 
Pasal 7 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bekasi mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan 
hasilnya kepada Wali Kota secara berkala atau pada saat diperlukan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini maka ketentuan lain yang 
sederajat dan/atau dibawahnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 9 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.  

 
 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 12 Nopember 2018                               

            WALI KOTA  BEKASI, 
 

Ttd/Cap  
 

   RAHMAT EFFENDI 
 

 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 12 Nopember 2018                                 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
 
                 Ttd/Cap 
 
 

WIDODO INDRIJANTORO 
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